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ABSTRAK 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. IMB Rumah Sakit diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, di Kabupaten 

Pesisir Selatan diatur dalam Keputusan Bupati Pessel Nomor: 570/285/kpts/BPT-

PS/2017 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 

Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Pessel, tetapi dalam penerapan di lapangan 

pembangunan bangunan gedung baru RSUD Dr. Muhammad Zein Kabupaten 

Pessel belum memiliki izin dalam mendirikan bangunan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah tata cara 

Perolehan Izin Mendirikan Bangunan RSUD Dr.Muhammad Zein (2) Apakah 

Kendala-kendala yang dihadapi RSUD Dr. Muhammad Zein dalam Pengurusan 

IMB. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian sosiologis dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder serta analisis data secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian didapat: (1) Tata Cara Perolehan Izin Mendirikan 

Bangunan Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Pessel dilakukan 

mengunakan undang-undang sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Bupati 

Pessel Nomor: 570/285/kpts/BPT-PS/2017 (2) Kendala-kendala yang dihadapi 

RSUD Dr. Muhammad Zein Pessel dalam Pengurusan IMB antara lain, kurangnya 

koordinasi antara dinas terkait dalam proses perizinan pembangunan Rumah sakit 

baru di Kabupaten Pessel. 

Kata Kunci: Tata cara, Perizinan, Rumah Sakit  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti 

legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 

pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
1
 

Jenis dan Prosedur Perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, 

rumit dan sulit untuk ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi 

kegiatan dunia usaha. Jenis Perizinan di Negara Indonesia sangatlah banyak 

sehingga H.Waller en J.H. Waller-Hunter menamakan Indonesia een 

vergunningenland (Negara Perizinan).
2
Indonesia termasuk negara hukum 

yang baru dan dinamis, disebut juga dengan konsep negara welfare state, 

dimana negara yang disebut dengan welfare stateadalah negara kesejahteraan, 

konsep ini muncul menggantikan konsep legal state atau Negara penjaga 

malam.
3
 

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang 

pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi 

secara efektif dan terpadu.Salah satu sarana yuridis administratif untuk 

mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan dan penempatan 

                                                           
1
Http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan (diakses pada 21 

oktober 2017) 
2
H.Waller en J.H. Waller-Hunter, Milieuwetgevingen Planing in Indonesia, Milieuwen 

Recht,Januari 1984, hlm.5Recht,Januari 1984, hlm.5 
3
SF. Marbun, Moh. Mahlud, 2000, Pokok Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty 

:Yogyakarta, hlm. 45 
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pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah 

Perizinan. 

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan setiap Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menjalankan dan 

meningkatkan Pembangunan menuju Negara yang berkembang. Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 yang 

menyatakan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

kewenangannya, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan daerah di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan 

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan 

Undang-undang tersebut, Masing-masing Pemerintah Daerah yang berada di 

Indonesia diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk dapat mengatur 

pembangunan daerah mereka masing-masing. 

Di dalam Negara modern welfare state ini tugas pemerintah bukan 

lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harsu aktif dan turut 

serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang 

tetap terjamin. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas menyangkut 

berbagai aspek dengan maksud menjamin kepentingan umum. Tugas-tugas ini 

kadangkala dibedakan dalam tugas-tugas mengatur dan mengurus.
4
 

                                                           
4
Philipus M. Hadjon,1993, Pengantar Hukum Perizinan,Yuridika : Surabaya, hlm.1 
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Tugas-tugas mengatur terutama menyangkut pembuatan peraturan-

peraturan bagi ketertiban umum masyarakat, sedangkan dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas mengurus, pemerintah menyediakan sarana dan 

prasarana publik yang pada intinya adalah pemberian pelayanan umum kepada 

masyarakat (public service). 

Di dalam pembangunan yang dilakukan pemerintahan kepada 

pemerintah daerah haruslah sesuai dengan produk hukum yang berlaku, agar 

tidak terjadinya kekeliruan atau tidak cermat dalam memperhitungkan dan 

mempertimbangkan kepentingan lingkungan yang akan mengakibatkan 

terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit untuk dipulihkan. Perizinan 

merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting.
5
 Dengan 

tujuan memandang ketiga aspek pembangunan agar tidak terjadinya 

pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap aspek sosial dan aspek 

lingkungan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan 

pembangunan yakni adalah aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, media 

yang terutama harus di bangun dalam pembangunan yaitu adalah bangunan 

gedung. 

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Dalam ketentuan Pasal 7 

Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap bangunan gedung harus memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi 

bangunan gedung.” Dan Ayat (2) menyatakan bahwa “persyaratan 

administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 

                                                           
5
 Th.G.Drupsteen,Netherland Milieurecht in Kont. Bestele herzine druk. W.E.J. Tjienk 

Willink, Zwolle, 1978, hlm 23 
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hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan 

bangunan.” 

Alat administrasi negara mempunyai tugas melaksanakan apa yang 

menjadi tujuan dari undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari 

tipe negara welfare state. Dalam rangka melaksanakan fungsinya maka alat 

administasi negara tersebut menghasilkan keputusan-keputusan guna 

menyelesaikan suatu masalah kongkrit yang terjadi berdasarkan peraturan 

hukum administrasi abstrak sifatnya. 

Di dalam pendirian Rumah Sakit, haruslah memenuhi persyaratan 

dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang, Persyaratan 

Rumah Sakit diterapkan dalam Pasal 7 sampai Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 1 Ayat (1). Pembagian Rumah Sakit 

tersebut telah di bagi menjadi Umum dan Khusus, didalam Pasal 24 Ayat (2) 

yang menyatakan tentang rumah sakit umum terdiri atas Rumah Sakit umum 

kelas A, B, C dan D sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan 

Rumah Sakit Khusus terdiri atas Rumah Sakit kelas A, B, dam C. 

Apabila dicermati secara mendalam, maka pengaturan 

penyelenggaraan Rumah Sakit dengan berbagai persyaratan sebagaimana 

diatur dalam undang- undang Rumah Sakit tersebut sebenarnya merupakan 

salah satu sarana pengawasan secara preventif. Sehingga dalam pelaksanaan 
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pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit dapat 

benar-benar mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal yang tujuan akhirnya adalah kesehatan.
6
 

Sebagaimana Kabupaten Pesisir Selatan ingin menghendaki 

terciptanya ketertiban dalam kegiatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 

pada saat ini sedang gencar dilaksanakan agar tidak terjadinya permasalahan, 

khususnya dalam pendirian atau pengadaan bangunan, Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat (1) yang 

menyatakan bahwa rumah sakit harus memenuhi pesyaratan lokasi, bangunan, 

prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. 

Rumah Sakit Unit Darurat atau RSUD. Dr.Muhamamd Zein Painan 

Kabupaten Pesisir Selatan adalah rumah sakit Tipe C yang kepemilikannya 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat 

dengan fasilitas tenaga medis yang cukup memadai, direktur Rumah Sakit 

tersebut adalah Hafleziani. Saat ini, sedang dibangunnya Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Muhammad Zein baru yang berlokasi di Bukit Taranak, Nagari 

Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang 

berharap akan menaikan tipe rumah sakit tersebut dari tipe C ke tipe B.  

Pembangunan rumah sakit ini telah di rencanakan dari tahun  2012 

silam,tetapi mulai dikerjakan pada tahun 2015 karena baru mendapatka 

pinjaman dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dengan dilakukannya 

penandatanganan MoU antara pihak PIP dengan Pemerintah Daerah Pesisir 

Selatan, Pada Rabu (23/7/2014) di Gedung Pertemuan DPRD Pesisir Selatan 

                                                           
6
Endang wahyati yustina,Mengenal hukum rumah sakit, Keni Media, Bandung, 2012, 

hlm 36 
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Painan, yang dihadiri oleh Bupati Pessel saat itu Nasrul Abit dan Instansi 

terkait.
7
Dan kontrak pembangunan rumah sakit tersebut tertanggal pada 18 

Mei 2015 dan waktu pelaksanaan 390 hari Kalender (180 hari Pemeliharaan) 

yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Konsultan PT Virama 

Karya (Persero), dan Perencana PT Pandu Persada, tetapi sampai saat ini 

rumah sakit tersebut masih jauh dari kata selesai.  

Setelah dilihat pada media masa, Rumah sakit tersebut belum 

memiliki Izin dokumen Amdal dalam mendirikan Bangunannya , sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) di dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 

Dr. Muhammad Zein tersebut terhenti dan belum ada kepastian yang jelas 

pada saat ini. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih 

jauh mengenai perizinan pembangunan Rumah Sakit baru Dr.Muhammad 

Zein Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Bukit Taranak,Nagari 

Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan 

mengetengahkan judul : “MEKANISME IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD 

ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT”. 

 

 

 

                                                           
7
Http://sumbar.pks.id/2015/05/rumah-sakit-memiliki-view-laut-dibangun.html(diakses 

pada 21 oktober 2017) 

http://sumbar.pks.id/2015/05/rumah-sakit-memiliki-view-laut-dibangun.html
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah tata cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan ? 

2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengurusan IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Tata cara Perolehan Izin Mendirikan Bangunan 

Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan 

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan dalam 

Pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

 

D. Metode Penelitian 

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga 

tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum 

Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum 

didalam masyarakat. 
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2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari 

sumbernya, melalui wawancara. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi perpustakaan dan 

juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan 

judul skripsi penulis : 

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun 

masyarakat, berupa : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

daerah  

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 

e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung 

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta 

menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian. 
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3. Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan 

informan. Wawancara ini di lakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu 

sebagai alat pengumpulan data. 

Daftar pertanyaan itu dibuat secara semi terstruktur yang tidak 

menutup kemungkinan pada saat wawancara berlansung ada pertanyaan 

baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data, sebagai berikut : 

1. Bapak Darmadi Sekretaris dan Bapak Suhailis Kasi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Masyarakat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 

lebih kurang 10 orang. 

b. Studi Dokumen 

Dalam hal ini penulis mempelajari Bahan Hukum Primer dan bahan 

hukum Sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu 

penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam 

Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup dan 

perkembangan yang ada dalam masyarakat
8
. 

                                                           
8
Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum,Raja Grafindo Persada : Jakarta, 

hlm. 129. 


